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ABSTRAK 

 

PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT NEGARA YANG MELAKUKAN 

PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN  

(MENURUT PERPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA) 

 

Oleh : 

Tyas Larasati 

 

Penyalahgunaan Kewenangan merupakan suatu kebijakan yang diberikan suatu 

pejabat ke pejabat lainya yang ditujukan untuk menjalankan pekerjaanya tidak sesuai 

dengan kewenangan yang dimiliki pejabat tersebut dengan kata lain pejabat tersebut 

menyimpang dari wewenangnya. Adapun permasalahan yang dibahas di dalam skripsi ini 

adalah :  

1. Bagaimana pertanggungjawaban pejabat negara yang melakukan penyalahgunaan 

kewenangan dalam perspektif Hukum Administrasi Negara ? 

2. Upaya apakah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan 

wewenang oleh pejabat Negara ? 

 

Sesuai dengan judul dan perrmasalahan yang telah ditemukan di atas, jenis 

penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang 

dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif, yang bersifat 

deskriptif atau menggambarkan. Kesimpulan yang dapat diperoleh adalah : Adanya 3 jenis  

pertanggung jawaban  pejabat negara secara moral yaitu : Tanggung jawab hirarkis, 

Tanggung jawab Kolektif, Tanggung jawab pribadi. Selanjutnya pertanggung jawaban 

secara hukum berdasarkan UU. No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 

Aparat Pengawas Interen Pemerintahan (APIP) dan Pengadilan Tata Usaha Negara 

melakukan  pemeriksaanjika dalam kebijakan yang dilakukan tersebut ditemukan berupa 

kerugian, pejabat yang melakukan penyalahgunaan wewenang tersebut wajib 

mengembalikan kerugian Negara yang ia sebabkan. Keputusan (APIP) dan putusan 

Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan penyalahgunaan wewenang 

sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 mempunyai kekuatan mengikat dan 

wajib dipatuhi dan dilaksanakan. Tetapi, sesuai Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 

pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan perbuatan pidananya. Ada 2 jenis 

upaya yang dapat dilakukan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yaitu 

upaya preventif dan upaya represif. 

 

Kata Kunci : Kewenangan, Kekuasaan, Pejabat Negara 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Penyalahgunaan wewenang diwujudkan sebagai penyelenggara Negara/Pejabat 

Negara yang menurut Logeman bahwa pada kenyataan sosialnya, negara merupakan 

oraganisasi berkenaan dengan berbagai fungsi lingkungan kerja terperinci dalam hubungan 

secara keseluruhan yang biasa disebut dengan jabatan. Dimana jabatan diberikan dengan 

lingkup pekerjaan yang dibentuk untuk waktu yang lama dan kepadanya diberikan tugas 

dan wewenang.  Selanjutnya bahwa Bagir Manan jabatan adalah lingkungan pekerjaan 

tetap berisi fungsi-fungsi yang secara keseluruhan mencerminkan tujuan dan tata kerja 

suatu organisasi.
1
 

 Pertanggung jawaban perbuatan pemerintah muncul akibat adanya 2 hal, yaitu 

adanya kewenangan dan adanya hak dan kewajiban. Kewenangan hak dan kewajiban 

tersebut merupakan perbuatan pemerintah yang harus dipertanggungjawabkan. 

Pertanggungjawaban pemerintah tersebut berupa pertanggungjawaban hukum (pidana, 

perdata dan administrasi negara), etika, disiplin, AUPB, moral dan politis. Dibawah ini 

akan dijelaskan mengenai pengertian pertanggungjawaban tersebut dan 

pertanggungjawaban di bidang masing- masing. 

 Pengertian Pertanggung jawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti 

keadaan wajib menanggung segala sesuatunya ( kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, 

dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Dalam kamus hukum ada dua istilah 

                                                             

 
1
. Bagir Manan, 2011, Asas –asas Hukum Administrasi Negara Indonesia, Bina 

Cipta, Bandung, hlm 23 
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menunjuk pada pertanggung jawaban, yakni liability ( the state of being liable ) dan 

responsibility ( the state or fact being responsible ).  

 Liability merupakan istilah hukum yang luas ( a broad legal term ) yang di 

dalamnya mengandung makna bahwa menunjuk pada makna yang paling komprehensif, 

meliputi hampir setiap karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung, 

atau yang mungkin. Liability didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan 

kewajiban. Sementara itu responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas 

suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. 

Responsibility juga berarti kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang 

dilaksanakan dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apa pun 

yang telah ditimbulkannya.
2
 

 Harapan-harapan penyelenggaraan negara berdasarkan hukum tersebut mesti 

dijunjung tinggi berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam kosntitusi  dan falsafah 

pancasila. Nilai-nilai tersebut merupakan sesuatu yang dicita-citakan dan menjadi seuatu 

keharusan, baik nilai materil, nilai vital dan nilai kerohanian. Nilai-nilai tersebut tertuang 

dalam falsafah bangsa. Oleh karena itu setiap pejabat negara yang sudah diberikan 

kewenangan untuk menyelenggarakan kesejahteraan warganya sesuai dengan fungsinya 

yang telah digaris berdasarkan konstitusi.  

 Penyelenggaraan Negara berdasarkan hukum sehingga rasa keadilan, ketenteraman 

berdasarkan harapan masyarakat, maka hal ini bisa menjadi kontrol sosial. Karenanya 

tindakan pejabat negara berdasarkan hukum sebagai sarana memperlancar interaksi sosial, 

mekanisme kontrol sosial yang bersifat umum diseluruh sektor kehidupan berbangsa dan 

                                                             

 
2
. Amrah Muslimin,2011, Hukum Administrasi Negara cetakan ke Sepuluh, Ghalia 

Indonesia, Jakarta, hlm. 48 
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bernegara dalam hal ini adalah tungkah laku para pejabat Negara. Tingkah laku, tindakan 

pejabat Negara harus mencerminkan nilai-nilai dan norma-noma yang berlaku berdasarkan 

konstitusi sebagai pedomana berbangsa dan bernegara.  

 Apabila hal tersebut diabaikan, maka akan mendapatkan reaksi dari pemberi 

kekuasaan, oleh karena merasa mandat yang sudah diberikan dizolimih.  Maka pejabat 

negara yang mendapatkan mandat baik berdasarkan undang-undang, berdasarkan delegasi 

seyogiahnya dipahami sebagai sebuah gerakan perubahan dan fungsi kontrol dari dalam 

implementasi penganut penyelenggaraan nilai-nilai demokrasi oleh sebuah negara. Di latar 

belakang hal tersebut menarik untuk dijadikan penelitian dalam bentuk skripsi dengan 

judul PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT NEGARA YANG MELAKUKAN 

PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN (MENURUT PERSPEKTIF HUKUM 

ADMINISTRASI NEGARA) 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka  yang menjadi permasalahan 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pertanggungjawaban pejabat negara yang melakukan penyalahgunaan 

kewenangan dalam perspektif Hukum Administrasi Negara ? 

2. Upaya apakah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan 

wewenang oleh pejabat Negara ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana  pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pejabat negara 

yang melakukan penyalahgunaan kewenangan 
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2. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah 

penyalahgunaan oleh pejabat Negara 

 

D. Kerangka Konseptual 

  Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu 

terhadap konsep yang lainya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya 

untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang 

akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu / teori yang dipakai sebagai 

landasan penelitian yang didapatkan pada tinjauan pustaka atau kalau boleh dikatakan oleh 

penulis merupakan ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai 

variabel yang diteliti: 

1. Tanggung Jawab : keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa 

boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).
3
 

2. Pejabat Negara : pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang 

merupakan alat kelengkapan negara beserta derivatifnya berupa lembaga negara 

pendukung. Pejabat negara menjalankan fungsinya untuk dan atas nama Negara.
4
 

3. Penyalahgunaan : proses, cara, perbuatan menyeleweng untuk melakukan sesuatu yang 

tidak sepatutnya atau menggunakan sesuatu tidak sebagaimana mestinya.
5
 

                                                             

 
3
. https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab diakses pada tanggal 24 Oktober 2018 

pukul 07.39 

 
4
. https://id.wikipedia.org/wiki/Pejabat_Negara diakses pada tanggal 24 Oktober 

2018 pukul 07.39 

 
5
. http://digilib.unimus.ac.id/files/disk1/105/jtptunimus-gdl-rrarikawah-5226-3 

diakses pada tanggal 24 oktober 2018 pukul 07.41 
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4. Kekuasaan : kemampuan atau kesanggupan (untuk berbuat sesuatu) kekuatan atas 

sesuatu atau untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus, dan sebagainya).
6
 

5. Perspektif : pandangan dari sudut satuan bahasa sebagaimana satuan itu berhubungan 

dengan yang lain dalam suatu sistem atau jaringan; pandangan relasional.7 

6. Hukum Administrasi Negara : Peraturan hukum mengenai administrasi dalam suatu 

negara, dimana hubungan antar warga negara dan pemerintahannya dapat berjalan 

dengan baik dan peraturan-peraturan mengenai segala hal ihwal penyelenggaran negara 

yang dilakukan oleh aparatur negara guna mencapai tujuan negara.
8
 

 

E. Metode Penelitian 

 Sejalan dengan rumusan permasalahan serta latar belakang penelitian yang telah 

diuraikan diatas, maka penelitian hukum terhadap permasalahan skripsi ini termasuk 

penelitian hukum yang bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan 

bagaimana Pertanggung jawaban pejabat administrasi negara yang menyalahgunakan 

kewenangannya sehingga penelitian hukum ini termasuk penelitian hukum normatif. 

1. Jenis dan Sumber Data 

 Sejalan dengan sifat penelitian hukum normatif maka data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, 

buku literature yang digali diperpustakaan sehingga termasuk dalam penelitian 

kepustakaan (library research), sumber data berasal bahan hukum primer berupa peraturan 

                                                             

 
6
. https://kbbi.web.id/kuasa diakses pada tanggal 24 oktober 2018 pukul 07.41 

 
7
. https://kbbi.web.id/perspektif diakses pada tanggal 24 oktober 2018 pukul 07.42 

 
8
.https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_di_Indonesia#Hukum_tata_usaha_(administ

rasi)_negara diakses pada tanggal 24 oktober 2018 pukul 07.42  
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perundang-undangan yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti, kemudian bahan 

hukum sekunder yaitu berasal dari buku-buku literature serta bahan hukum tertier yang 

berasal dari kamus hukum dan enseklopedie.
9
 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 

melalui studi kepustakaan yaitu untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan 

mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literature, hasil penelitian 

serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahan yang 

akan dibahas, serta peraturan perundang-undangan dan dokumen yang berhubungan 

dengan penulisan skripsi ini.  

3. Teknik Analisis Data 

 Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan dan diklarifikasikan, 

baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dan 

dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, dan efektif, sehingga memudahkan 

dalam interprestasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber data 

kepustakaan tersebut dikontribusikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika 

berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertantu. Oleh karena 

itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil 

dari analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam  penelitian ini. 

 

 

 

                                                             

 
9
. Peter Mahmud Marzuki, 2016, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 

hlm 182 
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F. Sistematika Penulisan 

 Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Bab ini meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Metode Penelitian, Tujuan 

dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, serta Sistematika Penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini berisi  tentang kerangka teoritis  dimulai dengan teori negara  hukum, 

kemudian tentang tanggung jawab negara, bentuk-bentuk penyalahgunaan kekuasaan,  dan 

macam-macam pejabat Negara. 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini merupakan isi pembahasan  dari hasil penelitian yaitu  tentang 

Pertanggungjawaban Pejabat Negara Yang Melakukan Penyalahgunaan Kewenangan 

Menurut Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Upaya Pencegahan Penyalahgunaan 

Kewenangan Oleh Pejabat Negara, serta upaya  yang dapat dilakukan untuk mencegah 

terjadinya penyalah gunaan kekuasaan. 

BAB IV : PENUTUP 

 Bab ini berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan dalam skripsi ini, 

serta memberikan saran yang bersifat membangun bagi semua kalangan. 
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